
MENTER! DALAM NEC:-ERI 
REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI REPUBL:K IK=:)ONESIA 
NOMOR 26 TAHUN 2020 

TENT.ANG 
P�l';vELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENT�RAMAN 

MASYARAKAT SERTA PELl�fDUNGAN MASYARAKAT 

Menimbang 

Mengir:gat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa untuk melaksar__akan ketentuan Pasal 14 Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Ta.hun 2018 tenta:1.g Satua.n P'Jlisi 
Pamong Praja, perlu rr...enetapkan Peratura:: Menteri Dalam 
Negeri tentang Penyelenggaraa.n Ketertiban Umum dan 
Ketenteraman Masyarakat serta Pelindur:gan Masyarakat; 
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara �epublik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Komor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahl:D. 2014 No:nor 
7, Tambahan Lemba:an Negara Rept:.blik Indonesia No:nor 
5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tah"L:.n 2·Jl4 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20�4 Nomor 244, Tambahan Lembaran 



Meneta:Jkan 
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) se·::iagaimana telah 
beberapa kali diub3.h, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaha:: Kedua atas 
Un.dang-Un.dang Nomor 23 Tahun 2014 tencang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran i,egara Repi.::.blik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambshan Lembaran 
Negara Republik Ind0nesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 ten-:ang 
Satuan Palisi Pamong Praja (Lembaran Negara Repi.::.blik 
Indonesia Tahun 20::..8 Nomor 72); 

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 ten:ang 
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Rep1.:blik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN 
KETENTERAMAN MASYARAKAT SE�TA 
MASYARAKAT. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

UlV[UM DAN 
P3:LINDUNGAN 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud ciengc.n: 
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat ::Jaerah menurut asas otonomi ::l.an 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesa·:uan Repuolik 
Indonesia sebagaimar:.a dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republ:k Indonesia Tahun 1945. 

2. Satuan Palisi Pamong Praja yang selanjut:nya disebut 
Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk 
menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala 
daerah, menyelenggarakan ketertiban um um dan 
keten teraman serta menyelenggarakan Lir:.:r:as. 
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3. Palisi Pamong Praja yang selanjutnya disehc:_t Pol ?P adalah 
anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang 
diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, 
tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang---..indangan c.alam penegakan 
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta 
pelindungan masyarakat. 

4. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Keter:.tera:nan 
Masyarakat adala:i upaya clan kegiatar:. yang 
diselenggarakan Satpol PP yang memungkir:.kan 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyaraka: 
dapat melakukan kegiatannya dalam sic.1asi dm:: kondisi 
yang tenteram, tertib ::l.an teratur ses-..1a1 dengan 
kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan 
peraturan kepala daera::i.. 

5. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lain::y& clan 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lair:.ny& 
yang selanjutnya disebut Perda adala::i. peratu:ran 
perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan 
persetujuan bersama kepala daerah. 

6. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada 
adalah peraturan gubemur dan/ atau pera:un�n bupati/wali kota. 

7. Penyelenggaraan Pelind 1:ngar:. Masyara�at adalah 
pemberdayaan masyarakat yang dilaksanaka:i. ole:.i. kepala 
daerah dan kepala desa. 

8. Pelindungan MasyarakEt yang selanjutnya disebut Linmas 
adalah segenap upaya dan �egiatan yang dilakukan ialam 
rangka melindungi masyarakat dari gar.gguan yang 
diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan 
tugas membantu penanganan tencana guna mengurangi 
dan memperkecil akibat bencana, memban:u memelihara 
keamanan, ketenteran:an dan ketertiban masyarakat, 
membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu 
memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat 
pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah. dan 



pemilihan umum, serta me:nbantu upaya pertaha.nan 
negara. 

9. Satuan Pelindunga::i Masyarakat yang se�anjutnya disebuc 
Satlinmas adalah :>rganisasi yang beranggotakan unsur 
masyarakat yang berada di kelurahan dan/ atau desa 
dibentuk oleh lurah dan/ atau kepala desa untuk 
melaksanakan Linmas. 

10. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang 
memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta. 
dalam kegiatan. 

11. Peningkatan Kapa.sitas Anggota Satlinmas yang 
selanjutnya disebut peningkatan ka.pasitas a.dalal: 
peningkatan kema.mpuan dan keterampilan Anggota. 
Satlinmas untuk melaksanakan tugas :ian fungsinya 
melalui pengetahuan, keterampilan, pembe:::itukan sikai: 
dan perilaku serta rl:emampuan Anggota Satlinmas. 

12. Kelurahan adalah bagian wila:1ah dari kecamatan sebagai 
perangkat kecamat2.n. 

13. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang □empunyai tt.:.gas 
dan fungsi melaksar.akan penyelenggaraan :;:>emerintahan 
di wilayah Keluraha::i. 

14. Desa adalah desa dan c.esa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjt:.mya disebut Desa adalah kesat.1an 
masyarakat hukurr: yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, ke:;:>entingan masyaraka.t seten:pat 
berdasarkan praka:-sa masyarakat, hak asal usul, 
dan/ atau hak tradisiDnal yang diakui can dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repu":::>lik Indonesia. 

15. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa/Desa adat 
yang memimpin penyelenggaraan pemerintah2.n Desa. 

16. Kepala Satuan Linn::as yang selanjut::iya disebut Kepala 
Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang mem1mpm 
penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan. 

1 7. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya d:.sebut Satgas 
Linmas adalah sar...1an tugas yang d:.bentuk dengan 
beranggotakan Apararur Linmas dan Sadin.mas yang dipilih 
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secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan gube:-nur 
dan bupati/wali kota yang berada di S2-tpol PP provinsi, 
kabupaten/kota, ser:a �ecamatE.n dengan tugas membantu 
penyelenggaraan linoas di daerah. 

Pasal 2 
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas: 
a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentera:::nan 

Masyarakat; dan 
b. Penyelenggaraan Pelindungan Masya:::-akat. 

BAB II 
PENYELENGGARAA.N =<:ETERTlBAN UMUM 

DAN KETENTERAMAN MASYARP-�KAT 
Pasal 3 

(1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertib2.n Umum dan 
Ketenteraman Masyc.rakat di provinsi dan kabupaten/kDta. 

(2) Kepala Desa/Lurah melalui Sa::linmas membantu 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman 
Masyarakat di Desa/Ke�urahan. 

(3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksuc. pada ayat (2):, 
termasuk Penyelenggaaan Pelindungan Masyarakat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Keter:teraman 
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ::ian ayat 
(2), meliputi kegiatan: 
a. deteksi dan cegah din:.; 
b. pembinaan dan penyuluhan; 
c. patroli; 
d. pengamanan; 
e. pengawalan; 
f. penertiban; dan 
g. penanganan unjuk rasa dan �erusuhan massa. 

(5) Penyelenggaraan Ketei:iban Umurr::. dan Ketenteraman 
Masyarakat di kab-.1paten/kotE. sebagah'TI.ana dimaksud 
pada ayat (1) dan avat (4), dapat diiaKUkan melalui 
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koordinasi dan kerja s2.ma anta:-Satpol PP kabupaten/�ota 
dibawah koordinasi Kepala Satpo� PP prov:ns1 dan 
antarSatpol PP pE>v111s1 clibawah kcordinasi Menteri 
melalui Direktur Jenderal Bina Administras:. Kewilayahan. 

(6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Kete:c1.teraman 
Masyarakat di kecaoa:an dapat dibentuk Unit Pelaksana 
Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota. 

(7) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Ka-=L:.paten/Kota di 
kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin 
oleh seorang kepala satuan yang secar2. ex-officb dijabat 
oleh Kepala Seksi �etenteraman dan Ketertiban Umum 
pada kecamatan. 

(8) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman 
Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di 
Desa/Kelurahan sebagaimana dim2.ksuc pada ayat (2), 
ayat (3) dan ayat (4), ::l.ilaksanakan olel: Kepala Desa/LL:.rah 
dibawah koordinasi camat. 

Pasal 4 
Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Cmum ::l.an 
Ketenteraman Masyarakat sebagaimana ci:ms_ksud dalam 
Pasal 3 ayat (2) clan ayat (3), melalui tahapan: 
a. perencanaan; 
b. pelaksanaan; clan 
c. pelaporan. 

Pasal 5 
Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas :ialarr:_ melaksanakan 
kegiatan Penyelengga:-aan Ketertita.t'l. 
Ke ten teraman Masyara.:;.;:at se bagaimar:c. 
Pasal 3 ayat (2), dilengkapi dengan: 
a. surat perintah; clan 
b. peralatan clan perlengkapan. 

Pasal 6 

Umum 
dimaksud 

clan 
dalam 

(1) Dalam melaksanakar: kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban 
Umum dan Ketenteraman Masyarak2.t sebagaimana 



dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Satpol ?? dapat meminta 
bantuan personil Kepolisian Negara, Ter:.tara Nasicnal 
Indonesia, dan/ atau lembaga teknis terkair. 

(2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban 
Umum dan Keten:eraman Masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Desa/Lurah 
melalui camat dapat ::neminta bantuan perscnil Kepolisian 
Negara, Tentara Nasio::-ial Indonesia dan/ atau lembaga 
teknis terkait. 

(3) Bantuan personil sebagaimana dimaks-.1d pad.a aya-:: (1) clan 
ayat (2) dalam hal merr.iliki dampak sos1al yang Lias clan 
risiko tinggi. 

Pasal 7 
(1) Tata cara pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban UmLm 

dan Ketenteraman Masyarakat di provms1 dan 
kabupaten/kota meliputi tahapan, kelengkapa::1 dan 
bantuan se bagaimana tercantum dalam Lampira::1 ya::1g 
merupakan bagian tidak terpisahkcn :lc.ri Peraturan 
Menteri ini. 

(2) Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapa::1, kelengkapan 
dan bantuan terhadap Penyelenggaraan l(etertiban CmLm 
dan Ketenteraman Masyarakat di Desa tercantum dalam 
petunjuk teknis yang clitet2.pkan oleh Direktur Jenderal 
Bina Pemerintahan Desa. 

(3) Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan 
dan bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum 
dan Ketenteraman lVlasyarakat di Keiurahan ter�antum 
dalam petunjuk teknis yang ditetap�a::1 oleh Direkt.1r 
Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. 

BAE III 
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARt\.KAT 

Pasal 8 
( 1) Kepala daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan 

Linmas. 



- 8 -

(2) Penyelenggaraan Linmas di pemerinta::-i :laerah dilakuKan 

oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dila.J.::sanakan oleh 

Kepala Desa. 

Pasal 9 

(1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (2), gubernur membentuk Satgas 

Linmas provinsi dan bupati/wali kota membentuk Satgas 

Linmas kabupaten/kota dan kecamatan. 

(2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksuc. pada ayat (1), 

untuk provinsi ditetapkan dengan kepu::usan guberr:.ur, 

untuk kabupaten/kota dan kecamatan di::etapkan dengan 

keputusan bupati/wali kota. 

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat 

antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian 

dan pemberdayaan Satlinmas. 

Pasal 10 

(1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalarr: Pasal 9 ayat 

(1) dan ayat (2) terdiri atas: 

a. Kepala Satgas Linmas; dan 

b. Anggota Satgas Linmas; 

(2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimak:sud pada ayat 

(1) huruf a, untuk provinsi dan kabLpaten; kota dija-□at 

oleh pejabat yang membidangi Linm2-s, dan untuk 

kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ke:enteraman can 

Ketertiban. 

(3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, terdiri atas Aparatur Lin::nas di pemerin:ah 

daerah untuk pemerintah daerah dan Aparatur Lirmas di 

Kecamatan untuk Keca:oatan serta Satlinmas yang dipJih 

secara selektif. 

(4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dim2-ksud pada ayat 

(3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang 

(5) Tugas Satgas Linmas sebagai□ana dim2-ksud pada ayat 14), 

antara lain; 

a. membantu pelaksansan pembinaan Satinmas; 

b. membantu keamanan, ketenteraman dan ke:ertiban 
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umum masyarakat; 

c. membantu dalam penanggulangan dan pencega.:ian 

bencana serta ke bakaran; dan 

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Satgas Linmas. 

(6) Satgas Linmas dalam peiaksar:aan :ugas apabila 

diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas. 

Pasal 11 

(1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan 

oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tu.gas f:.ingsi dan 

kewenangan berdasarkan ketentuan perat.:ran peru.ndang­

undangan. 

(2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Ke�urahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan der:ga:: me□bentuk 

Satlinmas. 

BAB IV 
PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGA�ISASI, DAN 

PEMBERDAYAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT 
Bagian Kesatu 

Pembentukan 

(1) Kepala Desa/Lurah 

Pasal 12 

membentuk 

Desa/ Kelurahan. 

Satlinmas di 

(2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagai::nana d:.::naksud 

pada ayat ( 1), ditetapkan dengan keputusan Kepa�a Desa. 

(3) Pembentukan Satlinmas di Kelu:-c.han sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( �), ditetapkan de:igan keputusan 

bupati/wali kota. 

(4) Pembentukan Satlinmas sebagaimana c:.imak....9..ld :;Jada ayat 

(1), berlaku Mutatis Mutandis terhadap :;:embentukan 

Satlinmas Desa adat. 
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3agian Kedua 
Str .1ktur Organisasi 

Pasal 13 
( 1) Satlinmas memiliki struktur organisasi melip-.:.ti: 

a. kepala Satlinmas; 
b. kepala pelaksana; 
c. komandan regu; can 
d. anggota. 

(2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud -::ada ayat ( 1) 
huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah. 

(3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud ;:ada ayat (1) 
huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi 
ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan 
lainnya. 

( 4) Komandan regu se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat 
persetujuan Kepala Satlinmas. 

(5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak 
sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayat. L:.n::uk 

. . mas1ng-mas1ng regL:.. 
Pasal 1 4  

(1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas. 
(2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagairnana d:maksud 

pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluITh wa:rga 
masyarakat yang mernenuhi persyaratan. 

(3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana di:naksud 
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang me�pakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 15 
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal 14 ayat 1 2), 
meliputi: 
a. warga negara Indonesia; 
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
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c. setia kepada Pancasila dan Undang-U:idar:g Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

d. sehat jasmani dan rohani; 
e. berumur paling rend2.h 18 (delapan belas) tahun dan/atau 

sudah menikah; 
f. jenjang pendidikan paling rendah h.:lusan sekolah dasar 

· dan/ a tau sederaja: serta diutamak2.n lu�usan sekolah 
lanjutan tingkat pertama dan/ at2.u yang sede:-ajat ke atas; 

g. bersedia membuat pernyataan menja::ii Anggota Satlinnas 
secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; 
dan 

h. bertempat tinggal di Cesa/Kelurahan setempat. 
Pasal 16 

( 1) Calon Satlinmas yang telah memenuh: persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diangkat menjadi 
Satlinmas. 

(2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dir::aks:id pada ayat 
( 1), untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Kepcla Desa 
dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan keputusan cat:1.at 
atas nama bupati/wali kota. 

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud nada ayat :2), 
disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada bupati/wali 
kota melalui camat. 

Pasal 17 
(1) Anggota Satlinmas yang telah di2.Tigkat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) c:.:.kukuhkan oieh 
bupati/wali kota. 

(2) Pengukuhan sebagaimana dirr:aksud :Jada ayat ( 1), 
ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota. 

(3) Bupati/wali kota da;:>at menugaskan Kepala 82.tpol PP atau 
perangkat daerah yang membidangi pember:::layaan 
masyarakat Desa unn:k mengukuhkan Satlinmas. 

(4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkar: sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ), mengucapkan janji Satlinmas 
secara bersama-sama dengan naskah JB.nJI sebagaimana 
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tercantum dalam Lami:;iran yang merupak2.n cagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 18 
Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud da�ao Pasa� 13 ayat 
(2), dapat membentuk regu sesuai dengan keb1.:.tuhan dan 
kondisi wilayah. 

?asal 19 
Regu sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 18, me�iputi: 
a. regu kesiapsiagaan dan kewaspa:::laan dini, 
b. regu pengamanan; 
c. regu pertolongan pertarna pada korb2.::.1. bencana :I.an 

kebakaran; 
d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau 
e. regu dapur umum. 

Pasal 20 
Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan d:ni sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, bertugas: 
a. membantu melaku�an upaya kesiapsiagaar: dan deteksi 

dini terhadap segala bentuk ancaman ber:sana, ke=ahanan 
negara, serta gangguan keamanan, ket�nte:-2.man, dan 
ketertiban masyarakat; 

b. membantu menginformasikan dan melapo:-kar: situasi yang 
dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas 
ketahanan dan pertaha::1.an neg2.ra, gangguan keamanan, 
ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; da::-:. 

c. membantu mengkom:u:ikasikan data dar: informasi c.an 
masyarakat mengenai pctensi bencana, gar:.gguan s:abilitas 
ketahanan dan pertahanan negara, gangguan kea.:.uanan, 
ketenteraman, dan keter-'.:iban masyarakat. 

Pasal 21 
Regu pengamanan se bagai:nana dimaksud dalam Pasal 19 
h uruf b, bertugas: 
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a. membantu melakukan pemantauan :er::.2-dap ancaman 
konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan 
ketertiban masyarakat; dan 

b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah 
kerugian materi akibat ·:::>encana, kebakaran dan g2.ngguan 
keamanan, ketenterar-.i.an, dan ketertiban □::rnyarak_at. 

Pasal 22 
Regu pertolongan pertama pada korban bencana clan 
kebakaran sebagaimana dimaksud dalam PE.sa� 19 huru:: c,  
bertugas membantu pertolcngan pertama paca korban akibat 
bencana dan kebakaran. 

Pasal 23 
Regu penyelamatan clan evakuasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 huruf d, bertugas: 
a. membantu evakuasi kor-:::>an akibat ben::::ana dan ke-:mkaran 

serta gangguan keamanan, kete:1.tera□an. cl2-n ke:ertiban 
masyarakat menuju lokE.si aman bencana; 

b. membantu melakukan pengamana:i evakuasi clan 
distribusi bantuan bagi korban bencana d&n kebaka::-an 
serta gangguan keamanan, ketenteraman, clan ketertiban 
masyarakat; dan 

c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsilias::. can 
rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak 
akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, 
clan ketertiban masyarakat. 

Pasal 24 
Regu dapur umum sebagaimana dimaks-.1d idam Pasal 19 
huruf e, bertugas: 
a. membantu mendirikan tempat :;Jenampungan sementara 

bagi korban atau pEra per=-gungs1 al:{ibat benca:::1a, 
kebakaran serta gangguan keamanan, ketenterarnan, can 
ketertiban masyarakat; c.an 

b. membantu mendirikan dapur umum ser:1.enta::-a bagi korban 
atau para pengungsi akibat bencana dan ke-:>a.karan serta 
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gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban 
masyarakat. 

Bagian Ketiga 
Berakhirnya Keanggotaan Satuan Pelindungan :'\1asyarakat 

Pasal 25 
(1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Ke�urahan berakhir 

sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahc.n atau 
diberhen tikan. 

(2) Masa keanggotaan Satlinmas Desa adat berakhir karena 
pemberhentian. 

(3) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana d:maksud 
pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun 
dan masih memenurr. persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15, dapat diperpanjang sampai -_isia cS  (enam 
puluh lima) tahun. 

(4) Perpanjangan masa kear:ggotaa::1 Satlinrr.as sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ditetapkan de::1.gan kept.:.tusan 
Kepala Desa/ Lurah. 

(5) Pemberhentian sebagairr:.ana dimaksud pada 2.yat (1), 
karena: 
a .  meninggal dunia; 
b .  mengundurkan diri atas permintaan sendiri ; 
c .  pindah tempat tinggal; 
d .  ticlak lagi 1nemenuhi persyc_rata11 kesetatan jasmani 

dan rohani; 
e .  melakukan perbuatan tercela dan/ ata0.1 melakui<::an 

tindak pidana yang telah memperoleh kek-1atan hukum 
tetap; 

f .  tidak melaksanakan tugas pokok dan fu:r:.gsi dar:/ atau 
janji sebagai Anggota Satlinmas; dan 

g. rnenjadi pengurus partai politik. 
(6) Pemberhentian Anggota Satlinmas s.ebagaimana d�maksud 

padk. ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. 
(7) Kepala Desa/ Lurah rnelalui camat ::nenya:npaiKan 

kepLitusan perpanJlli--i.gan keanggotaan Satlinmas dan 
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keputusan pemberhentian keanggotaa:::1 Satlinmas kepada 
bupati/wali kota. 

Bagian Keempat 
Pemberdayaan 

(1) Pemberdayaan 
Pasal 26 

Satlinmas dilaksanakan untuk 
meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam 
pelaksanaan tug as. 

(2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui: 
a .  lomba sistem keamanan lingkungar:; 
b .  jambore Satlinmas; dan 
c .  pos komando Satlinmas. 

(3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana di.maksud pada 
ayat (2) ,  dilaksanakan o�eh gubernur dan bur:ati/wali kota. 

BAB V 
TUGAS, HAK DAN KE\VAJIBA.t, 

Bagian Kesatu 
Tugas 

Pasal 27 
( 1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas: 

a. membantu menyelenggarakan �eten tera:rr:an, 
ketertiban urnum dan Linmas dalam s:i.{al2. kewenangan 
Desa/ Kelurahan; 

b .  mem'.=)antu penanganan ketenteraman, ketertban 
umum dan keamanan dalan: pe:::yelenggaraan 
pemilihan kepala daerah dan pemiliha::-:. u:o.um; 

c .  membantu daiam penanggulanga::1 dan pencegahan 
bencana serta kebakaran; 

d .  rnembantu keamanan, ketenteramar:. d2.n keterti::Jan 
iunum masyarakat; 
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e.  membantu pelaksanaan pembinaan dan -::fr:nbingan 
kernasyarakatan; 

f .  membantu dala:::n kegiatan sosial kemasyaraka-::an; 
g .  membantu upaya pertahanan negara; 
h .  membantu pengamanan objek vital; dan 
1. melaksanakan tugas lain yang diberikar: oleh Kepala 

Satlinmas. 
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pad_a ayat (1) 

Satlinmas Desa mendapat tugas tambanar: antara �a.in: 
a .  membantu penanganan ketenteraman, ketertiban 

umum dan keamanan dalar:: penyelenggaraan 
pemilihan Kepala Desa; dan 

b .  membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan 
Desa dan peraturan Kepala Desa. 

Bagian Kedua 
Hak 

Pasal 28 
Satlinmas berhak: 
a .  mendapatkan kesempatan mengikuti 

kapasitas Linmas; 
b .  mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinrnas; 

pen:_ngkatan 

c .  mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas 
operasional; 

d .  mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah 
mengabdi selama 10 (sepuluh) dan 2C (dua puluh) tahun 
dari bupati/wali kota serta 30 (tiga puluh) tal:un dari 
gubernur; dan 

e. mendapatkan biaya operasicnal ::la�ar:i r::-ienunJang 
pelaksanaan tugas . 

Pasal 29 
( 1)  Piagarn penghargaan se bagEtima:ia dimaksud d2-larn Pasal 

28  huruJ d, diberikan kepada Anggora SaLinrnas se:iap 
tahunnya pada peri:igatan hari ulang tahun S::ttlinmas 
dan/ F'ttau kegiatan �elirm1asan lainnya. 
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(2) Format pi�gam penghargaan sebagain:anc dimaksud pada 
ayat (1) , sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupaka,n bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini . 

Pasal 30 
Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmcs sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah dan/atau keuangan 
Desa/ Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Bagian Ke::iga 
Kewajiban 
Pasal 31 

Pelaksanaf:tn tugas seoagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
ayat ( 1) , Satlinmas wajib: 
a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan 

menjunjung tinggi norma hukum, nrnrma agama, norma 
susila, dan perilaku sosial yang hidup da:: berkembang di 
masyarakat; 

b .  melaksanakan janji Satlinmas; dan 
c .  melaporkan kepada Kepala Satlinmas apab�la, ditemukan 

atau · patut diduga adanya ganggt:an keama:r:an, 
ketenteraman dan keter::iban masyarakat serta Linmas. 

BAB VI 
PEMBINAAN 

Pasal 32 
(1) Menteri melakukan pembinacn umum 

teknis Penyelenggaraan Ketertib2n 
dan pembinaan 

Unum ::Ian 
Keteqteraman Masya:-akat serta Linmas secara nasional. 

(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
meliputi. : 
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a .  penyiapan perumusan kebijakan di bidang ::<.etertiban 
Umum clan Ketenteraman Masyarakat ser:a Lin:nas; 

b .  Peningkatan Kapasitas sesuai de::.gan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

c .  pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan 
pembinaan teknis Fenyelenggaraan Ketertiban Cmum 
dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas; 

d .  pelaksanaan koorc.inasi penyusunan peme:aan di 
bidang Ketertiban Umum dan Ketentera:oan 
Masyarakat serta Li::mas; 

e .  penyiapan perumusan penyusunan standar pelayanan 
minimal terkait Ke:ertiban Umum dan Ketentera:oan 
Masyarakat serta Li::.mas; 

f. peny1apan perumusan penyusunan :10rma, standar, 
pi:-osedur, dan kriteria di bidang Penyele:r:ggaraan 
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta 
Linmas; dan 

g .  pelaksanaan pemantauan, evaluasi , dan pelaporan 
bidang Penyelenggaraan Ketertiba:i Umum dan 
Ketenteraman Masyarakat serta Linmas. 

(3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaks1.:d pada ayat (1) , 
melalui Direktorat Jen:leral membidangi Satpol PP dan 
Direktorat Jenderal yang membidangi pemerintal:an Desa . 

Pasal 33 
( 1) Gubernur melakuka::. pembinaan Pe::.yelenggaraan 

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta 
Linmas pada kabupaten/kota di wilayahnya. 

(2) Pembinaan sebagaimana dinaksud pada ayat (1) , meliputi : 
a .  penyiapan perumusan kebijakan di bidang Kete:-tiban 

Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di 
provinsi ; 

b .  peningkatan Kapasitas sesuai 
perc).turan perundang-undangan 
kabupaten dan kota; 

dengan keten t:.mn 
di provin:si / lintas 

c .  1'>elaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan 
pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum :ian 
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Ketenteraman Masyarakat . serta 
provinsi/ lintas kabupaten dan kota; 

Linmas di 
d. pelaksanaan koordinasi di bidang ¥..etertiban Umum 

dan Ketenteraman Masyarakat serta Llnmas di 
provinsi/lintas kabupaten dan kota; dan 

e .  pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelapcran 
bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum ::Ian 
Ketenteraman Masyarakat serta Linrr:as di 
provinsi/lintas kabupaten dan kota . 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui 
kepala Satpol PP provinsi. 

Pasal 34 
( 1 )  Ketentuan mengenai pembinaan Ketertioan Cmum ::lan 

Ketenteraman Masyarakat serta Linmas c-leh gubernur "' 
se bagaimana dimaksuc. dalam Pas al 33 berl2.ku secara 
mutatis mutandis terhadap ketentuan pe:nbinaan o�eh 
bupati/wali kota . 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui 
kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membida=igi 
Pernerintahan Desa kabupaten/kota. 

(3) Bupati/wali kota dalam melaksan2.kan :Je:nbinaan 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman 
Masyarakat serta Linmas se bagailnana dir:iaksud pada 
ayat (1) niendelegasikan sebagian pelaks2.naannya. kep:a.da 
camat melalui keputusan bupati/ wali kota. 

Pasal 35 
(1) Carri.at berdasarkan pelimpahan pelaksa::aan pe:nbinaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), 
melakukan pembinaar: Penyelenggaraan Linmas pc;.da 
Desa/ Kelurahan di wilayahnya. 

(2) Pembipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) :  o.elip:iti: 
a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi d2.n teknis 

op�rasional Penyelenggaraan Linmas tingkat 
kecamatan ; 
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b. pelaksanaan koordinasi penyusuna:: ::iemetaan di 
bidang Linmas tingl<.at kecamatan; 

c .  pemberian bimbingan teknis dan superv'isi d bidang 
pembinaan teknis operasional Penyele:.1.ggaraar:. Linmas 
dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; clan 

d .  pelaksanaan pemantauan, evaluasi, ds..n pelaporan 
bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan . 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 melalui 
kepala seksi ketenteraman dan ketertiban. 

Pasal 36 
(1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 

( 1) , melakukan pem binaan tekms operasional 
penyelenggaraan Linmas di wilayahnya. 

(2) Lurah berdasarkan delegas1 kewenangan pembina2.n :eknis 
operasional sebagaimana dimaksu.d dalam ?asal 35 ayat ( 1) , 
melakukan pembinaan :eknis operasional per:.yelenggaraan 
Linmas di wilayahnya. 

(3) Pembinaan teknis operasional sebagaimar:.a dimaksud 
pada ayat (1), meliputi: 
a .  pelaksanaan keb(akan di bidang koordinasi dan :eknis 

operasional Penyelenggaraan Llnmas tingkat 
Desa/ Kelurahan; 

b .  pelaksanaan koordinasi penyusuna., -:Jemeta2.n di 
bidang Linmas tingkat Desa/::<eluraha:::1; 

c .  pelaksanaan perek:utan dan pengerahc.n di bidang 
Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan 

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, d2-n :r;elapcran 
bidang Penyele:::1ggaraan 
Desa/ Kelurahan. 

(4) Pembinaan teknis operasional 
Lin::ias tingkat 

di Desa/Kelurahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan 2: , dilaksanakan 
sesuai dengan ketentu2cn perat1-:.ran per1-:.ndang-u::1dangan 

' . yang mengatur tentang =:)esa/Kelurahan. 
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BAB VII 
PELAPORAN 

Pasal 37 
(1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiba::: Umum ::fan 

Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat 
berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang 
terintegrasi dengan sisterr: infor:nasi manajemen Direktorat 
Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yar:.g diatur sesuai 
dengan ketentuan peratiran perundang-ur:.c.angan. 

(2) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertibar: Umt:.m ::lan 
Ke ten teraman Masyarakat serta Pelindungan Masyaraka:: di 
Desa berpedoman padE. sistem informasi pelc.po:-an yang 
terintegrasi dengan prcfil DesE. Direk:or�t Jenderal Bina 
Pemerintahan Desa yar:.g diatur sesuai c.er:gan ketent..1.an 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 38 
(1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan lapcran 

Penyelenggaraan Linmas kepada camat. 
(2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas 

kepada bupati/wali kota melalui kepala Satpol PP 
kabupaten/kota dan Per2.ngkat Daerah yang rne:nbidangi 
tentang pemerintahan desa. 

(3) Bupati/wali kota menyarr:paikan laporan Per::.yelenggaraan 
Linmas kepada gubernur. 

(4) Gubernur menyampaikc..n laporan Penyelenggaraar:. Linmas 
kepada Menteri dengan tembusan disamp2.ikan kepada 
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kevvilayat.an dan 
kepada Dircktur Jenderal Bina Pemerintal:an Desa. 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada 2.yc::: (1) sampm 
dengan ayat (4), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) 
bulan dan/ atau se,vaktu-waktu diperlukan. 
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BA.13 VIII 

PENDANAAN 

Pasal 39 
(1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiba_, Umum :Ian 

Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di provinsi, 
kabupaten/kota, dar: Desa/Kelurahan, bersumber pad2.: 
a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 
b. anggaran pendapatan dan belanja c.aeral: provinsi; 
c .  anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota; da_, 
d. anggaran pendapatan dan belanja Desa. 

(2) Selain pendanaan sebagaimana dima.\csud :;J-ada ayat (1), 
untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari 
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undar:gan. 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 40 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peratl.:.ran 
Daerah atau Peraturan Kepala Daerah menge::ai ketertiban 
umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan 
masyarakat harus meny.esuaikan r::aling lama 3 (tiga) ta:iun 
sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. 

BAB X 

KETE�UAN PENUTU? 

Pasal 41 
Ketentuan lebih lanjut :::nengenai Penyelenggara4n ketertiban 
umum, dan ketentera□an masyarakat se:-ta pelindungan 
masyarakat di Desa diatur dengan Per-aturan Desa yang 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-1:.ndangan 
dan petunjµk teknis Penyelenggaraan Ke::.ertib.2.n Unum dan 
Ketenter�man Masyarakat serta Pelindungar: Masyaraka: di 
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Desa. 
Pasal 42 

Pada saat Peraturan l'v�enteri ini mulai be:daku, Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 837) . dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 43 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundang�2.n di Jakarta 
pada tanggal 2 Juni 2020 
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pada tanggal �2 Me 2020 
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MENTER! 
NOMOR 26 TAHUN 2020 

DALAM NEGERI REPUBLIK 

TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMCM DAN 
KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PEN�ELENGGARP-AN 
PELINDUNGAN MASYA:<AKAT 

TAHAPAI\, =<ELENGKAPAN DAN BANTUAN PENYELENGGARAAN KETE::{TIBAN 
UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT, SUSUNAN ORGANISASI SATUAN 

PERLINDUNGAN MASYARAKAT, SUMPAH JANJI SATUAN PER�INDlf'\IGAN 
MASYARAKAT DAN PIAGAM PENGHARGAAN 

A. TAHAPA.N :. KELENGKAPAN DAN BANTUAN PEN�ELENGGARP-AN 
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERt\MAN MASYARAKAT 
1. Deteksi Dan Cegah Dini 

a .  Deskripsi 
� )  Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan !{:egiatan yang 

dilakukan oleh peso nil Pol PP baik 
secara langsung maupun tidak langsung dalan rangka 
mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, 
pencarian, dan pengumpu�an bahan keterangan tentang suatu 
persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul 
di permukaan sudah dike:ahui terlebih dahulu. 

2)  Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang 
dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langs:.ing :naupun 
tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut 
muncul di permukaan dan mencegah Jangan sampai 
mempengaruhi sistem yang sudah ada. 

b. Tahapan: 
1 )  Deteksi Dini 

a) Perencanaan 
(1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan 

dilakukan deteksi dini; 
(2) penetapan tempat, ben:uk, dan metcde deteksi dini; 
(3) melakukan survey lapangan; 
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(4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dar:. 
(5) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/ instansi 

dan aparat keamanan terkait. 
b) Pelaksanaan 

(1) personil Pol PP yang ditunjuk melaksanaka:i. deteksi dini 
melalui pengawasan, pengamatan, :x-ncanan dan 
pengumpulan bahan keterangan; 

(2) melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi 
gangguan ketertiban umum dan �eten teraman 
masyarakat; dan 

(3) pada pelaksanaan deteksi dini dala.11 pen2.nganan 
gangguan ketertiban umum clan ketem:eraman masyarakat 
dapat melibatkan TNI, Polri, instansi terkait dan elemen 
masyarakat. 

c) Pelaporan 
(1) membuat laporan tertulis sesuai format yarg tersedia; dan 
(2) membuat laporan langsung terhadap kejadia::1. yang 

memerlukan tindakan segera. 
2 :  Cegah Dini 

a) Perencanaan 
( 1 )  penetapan sasaran, waktu,. dan obyek yang akan dilakukan 

cegah dini; 
(2) penetapan tempat, bentuk, dan metode 8egah dini; 
(3) melakukan survey lapangan; 
(4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan 
(5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/ instansi 

dan aparat keamanan te::-kait. 
b) Pelaksanaan 

(1) personil Pol PP yang d�tunjuk melaksanakan cegah dini 
melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan 
pengumpulan bahan keterangan; 

(2) melaksanakan tindakan pencegahan terha:::lap potensi 
gangguan ketertiban um:.i□ dan ketenteraman masyarakat; 
dan 

(3) pada pelaksanaan cegah dini dalam penanganan g2.ngguan 
ketertiban umum dan ketenteraman m2:.syarakai: dapat 
melibatkan TNI, Polri , perangkat daerah, instansi terkait 
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dan elemen masyarakat. 
c) Pelaporan 

(1) membuat laporan disertai dengan dokumen pe:1dukung; 
dan 

(2) membuat laporan langsl.:.ng secara berjenja.ng terhadap 
kejadian yang memerlukan tindakan segera. 

c. Kelengkapan 
Sarana prasarana pendukung pelaksanaan deteksi dan cegah dini 
disesuaikan dengan standar dan kebutuhan. 

d .  Eantuan Personil TNI/Polri Uika d:.perlukan) 
2. P�mbinaan Dan Penyuluhan 

a .  Leskripsi 
1) Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan memb:.na:1 ,  usaha, 

tindakan, dan kegiatan secara efisien clan efektif un:::uk 
meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, a-:iarat1r a:au 
badan hukum terhadap Pe;:-da dan/atE.u Perkada demi 
terwujudnya ketertiban umum dan ketenteranan :o.asyaraka:. 

2 1  Penyuluhan adalah kegim:an memberikan infor=-:.asi kepada 
warga rnasyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula 
yang tidak tahu menjadi tahu untuk n:eningka:kan kesadaran 
terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 

b Tahapan : 
l I Pembinaan 

a) Perencanaan 
(1) penetapan sasaran.. waktu, dan obyek yang akan 

diberikan pembinaa:r:; 
(2) penetapan tempat, bentuk, dan metode pembinaar:.; 
(3) melakukan survey lapangan; 
(4) penyiapan administrasi pelaksanaan; can 
(5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/ instansi 

dan aparat keamanan ter�ait . 
b) Pelaksanaan 

(1) sebelum menuju sasaran bagi anggcta Satpol PP yang 
bertugas melakukan penyuluhan terlebih dah:1lu 
menyiapkan kelengkapan administras:. da:1 materi-ma:eri 
penyuluhan yang akan dibawa; 
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(2) pelaksanaan pembinaan ketertiban umum :ian 
ketenteraman mas;'arakat yang berht:bungan dene:an 
lingkup tugas, perlu dikoordinasikan der12an 
Din as/ Instansi terkai t; 

(3) bentuk koordinasi ketertiban umun: c.2.::1 ketentera□an 
masyarakat di daerah dilakukan sesu.ai dengan 
keperluan: 
(a) melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait; 
(b) rapat koordinasi pe�aksanaan; dar:. 
(c) penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan 

kewenangan. 
(4) pembinaan yang dilakukan melalui panggila:i resm1 

maupun surat teguran, setelah di:anda tangani cleh 
penerima, maka petugE.s segera menjelaskan maksud dan 
tujuan panggilan. Pemberian tegurar:. tersebut satu 
diserahkan kepada si penerima dar:. satu lagi se bagai 
arsip untuk memudahkan pengecekan; 

(5) pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung 
wawancara, bagi pe:ugas pembina han:::s mempedom2.ni 
teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan 
sikap dan sopan santun dalam berbicara; dan 

(6) pembinaan yang dilakukan melalui for..1rr:. disesuaikan 
dengan maksud dar:. tujuar:. pertemuan tersebut dengan 
dibuatkan notulen a tau hasil �embahasa:1. / 
pem bicaraannya. 

c) Pelaporan 
(1) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan 
(2) membuat laporan langsung terhacap kejadia:_1. yang 

memerlukan tindakan segera. 
'.2 )  Penyuluhan 

a) Perencanaan 
( 1) penetapan sasaran, wah.'tu, dan obyek yang akan cliberikan 

penyuluhan; 
(2) penetapan tern pat, bentuk, dan metode peny -1luhan; 
(3) melakukan survey la?angan; 
(4) peqyiapan administrasi pelakssnaan; can 
(5) melakukan koordinasi dengan Perangkat =:>aerah/ :.nstai.7.si 
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dan aparat keamanan terkai::. 
b) Pelaksanaan 

(1) sebelum menuju sasaran bagi anggota Sa':pc,1 PP yang 
bertugas melakukan penyuluhan ::erlebfrl dahulu 
menyiapkan kelengkapan administrasi can :nateri-materi 
penyuluhan yang akan dibawa; 

(2) pelaksanaan penyuluhan ketertibar:. urr:um dan 
ketenteraman masyarakat yang be:-hubungan dengan 
lingkup tugas, perlu dikoordinas:_kan dengan 
Dinas/Instansi terkait; dan 

(3) metode penyuluhan dilakukan dengan c2.r2. mendatangi 
tempat-tempat yar:g tela:i direncanakEn can/ atau 
dijadwalkan melalci forum dengan x::l..ksud tujuan 
tersampaikannya penyuluhan bidang ketertihan umum 
dan ketenteraman rnasyarakat oleh pe�ugas. 

c) Pelaporan 
( 1 )  membuat laporan d�sertai dengan dokc.men pendukung; 

dan 
(2) membuat laporan langsung secara ber:er:jang terhadap 

kejadian yang memerlukan tindakan segera. 
c. Kelengkapan 

1) sarana prasarana pendukurg pelaksanaan pem-:::>ir_aan. dan 
21 materi yang akan disampaikan dalam pembinaan. 

d .  Bantuan Personil TNI/Polri Oika d:perlukan) 
3. Patrc �i 

a. Deskripsi 
Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya 
gangguan ketertiban umum da::1 ketenteraman nasyErakat, dengan 
cara mendatangi, menjelajEhi, mengan:ati, mengawasi, 
:oe::nperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi 
c::.1.n/ atau kondisi yang diperkfrakan a�an menimbu.kan gangg1:an 
r.yata. 

b. Tahapan: 
1 · Perencanaan 

a) penetapan sasaran; waktu, dan obyek yang ak2.n dilakukan 
patroli; 
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b) penetapan tempa.t da.n bentuk patroli ; 
c) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan 
d) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah; instansi 

terkait. 
�) Pelaksanaan 

a) Patroli 
(1) patroli dilaksanakan dalam kota. dan/atau wilayah; 
(2) pelaksanaan patroli dicantumkan dalam jadwal patroli 

dan tercatat; 
(3) :[)atroli, harus dilaku:kan dengan seksama dan teliti , 

dengan senantiasa □emperhatikan apa yang narus 
didengar dan diliha� agar dapat diarr:.bil kesimpulan dan 
dilaporkan kepada pimpinan; 

(4) setiap kegiatan harus di doku:nentasikan dan dapat di 
pertanggung jawabkan secara kedinasan; 

(5) pa.troli dilakukan c:engan sistem sebagai beriku:: 
(a) pa.troli blok yaitu patroli yang dilakukan dengan 

berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya 
terhadap suat:.i tempat yang diangg2.p merupakan 
tempat yang rawan tehadap ketertiban t.:.mum dan 
ketenteraman masyarakat; 

(b) patroli kawasan yaitu patroli yang dilakukan dengan 
kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya 
k?,rena daerahnya lebih luas, misalnya satu 
kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan 
pengecekan terhadap segala sesuatu yang 
berhubungan dengan ketertiban urnurn dan 
ketenteraman masyarakat; dan 

(cl patroli kota dan/ atau wilayah yaitu patroli yang 
dila.kukan dengan kendaraan bermotor menya.ngkut 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta 
penegakan Perda dan/ a tau Perkada pada daerah 
penugasan yang didasarkan pada wilayah ht.:.k:.1m 
sesu,c1.i dengan pe::-undang-undangan. 

b) Patroli Pengawasan 
( 1 )  Patroli pengawasan adalah penugasan ;iatroli yang bersifat 

inspeksi da.."'1 diselenggarakan menurut ket"1.ltuh� uncuk 
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memantau keadaan daerah atau beberapa t5npat yang 
menurut perkiraan almn timbulnya gan&::ooU2.n terhadap 
ketertiban umum car:. ketenteraman m.as:1arakat, serta 
upaya penegakan Perda dan/ atau Perkada. 

(2) Tugas dari patroli pengawasan adalah 
(a) pemeliharaan, pengawasan, ke:e.rtiban umum, :::ian 

ketenteraman masyarakat; 
(b) melaksanakan pemb:n�an masyE.rakat; 
(c) memberikan penerangan kepada :nasyarakat tentang 

hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan 
(d) mensosialisasikan kebijakan Pernerim:ar:. Daerah yang 

terkait dengan ::ug&s Satpol PP, serta menampung 
saran-saran dari masyarakat yaGg berkaitan dengan 
kebijakan pemerintah. 

c) Patroli Khlisus 
(1) Patroli khusus adalah penugasar:. pa:::-oL yang 

diperintahkan secara khusus oleh Kepa1a Satpol PP yang 
bersifat represif atau penindakan di lap2.ngan sesuai 
tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya 
penegakan ketertiban l.:tnum. 

(2) Tugas dari patroli khusus adalah: 
(a) menindaklanjuti laporan, pengaduan ,::an perintah 

khusus dari pimpin.&n untuk melak .. lkar::. penindakan 
· terhadap masya::-akcct yang nyata-n.yata melanggar 
Perda dan/ atau Perkada serta kete:rtiban umum dan 
ketenteraman masya:rakat; 

(b) melakukan peninda.-<.-an non yusti:sial (penertiban) 
terhadap pelanggaran Perda dar:./ atau Perkada serta 
ketertiban umum dan ketenterama::1 masya:-akat; dan 

(c) melakukan penindakan yustisial olel::. PP)JS dan dapat 
melibatkan pera::1g::.<:at daerah d2.n instansi terkait 
terhadap pelanggaran Perda dan/ a tau Perkada serta 
ketertiban umum dar: ketenteraman masya:-akat. 

2 l Pelaporan 
a) membuat laporan diserta.i dengan dokume::i. peEdu::.<:ur:g; dc..n 
b) membuat laporan langsm::.g secara berje::1jang terhadap 

kejadian yang m.emerlukan tndakan segera. 



- 32 

C .  Kelengkapan 
� ) Sarana prasarana pendukung Pflaksanaan patroli; 
2) Perlengkapan/ per3:latan patroii harus disesuaikan dengar:. siti.::asi, 

kondisi daerah, serta sifat dan tujuan patroli; 
3) Perlengkapan/peralatan pat:-oli berjala:i kaki terdir: dari : 

a) perlengkapan perorangan; 
b) alat komunikasi . 

.:1.) Perlengkapan/peralatan patroli bersepeda mctor terdiri c:ari : 
a) perkngkapan perorangan; 
b) sepeda motor dinas yar:.g dipergunakan untc.k kepentingan 

dinas dengan perlengkapan: 
( 1) surat izin mengemudi (SIM); 
(2) surat tanda nomor kendaraan (STNK); 
(3) peralatan kunci; 

c) alat komunikasi 
5) Perlengkapan/peralatan patroli kenc.araan roda empat terrliri 

dari: 
a) perlengkapan perorangan; 
b) kendaraan dengan perler:.gkapan: 

( 1) surat izin mengemudi (bagi pengen:udinyc.) ; 
(2) surat tanda nomor kendaraan (STNK) ; 
(3) kotak Pertolongan Pertc.n:a pad.a. Kecelakaan (P3K) ; 
(4) kunci-kunci dan dongk:-ak; dan 
(5) alat peJl).adam kebakaran. 

c) alat kom·.unikasi. 
d .  Eantuan Personil TNI/Polri Uika diperlukar) 

4. Pengamanan 
a .  Deskripsi 

Pengamanan, adalah segala usaha atau kegiatan/ ::-pera:si yang 
c.ilakukan oJeh Satpol PP dalam melindungi: mer:Jaga, dan 
:::.emelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen ag2.r aman 
can kondusif. 

b Tahapan: 
1 Perencanaan 

a) peneta.pan sasaran , obyek, dan waktu yang akan dHakukan 
pengamanan; 

b) penetapan tempat, bentuk, da.n metode pe:igama:ian; 
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c) rnelakukan survey lapangan; 
d) penyiapan adrninistrasi pelaksanaan; dan 
e) rnelakukan koordinasi dengan Perangkat Daerkh/ instansi 

terkait. 
Sasaran dan o byek pengarr:.anan se bagairnar:.a d:rr:ak�\.ld angka 1 
(satu) huruf a terkait dengan: 
a) aset daerah; 
b) lokasi kunjungan/tempat Pejabat Pemerin:a::i :qae:-ah dan 

tamu VIP; 
c) upacara dan acara penting; dan 
d) fungsi lain berdasarkan tugas yang dfoer::.i<-_an dleh kepala 

daerah. 
2 )  Pelaksanaan 

a) Pengamanan Aset Daerah 
(1) menyiapkan jadwal dan petugas; 
(2) rnelakukan koordinasi dengan dinas/instans1 penge:.ola 

gedung/ aset; 
(3) melakukan pendataan/bukti kepernilikan gefdung/ aset, 

gambar situasi/ denah/ proposal 
pengecekan dilapa:igan; 

(4) melakukan komunikasi secara 
sebag2.� bahan 

tera�ur dan 
berkesinarnbungan der:.gan petugas jaga/ dir.as�· instar:.si/ 
pengelola gedung/ aset; dan 

(5) melaksanakan pengawasan gedung/ aset. 
b) Pengarnanan Lokasi Kunjungan/tempat Kerja Pejabat 

Pernerintah Daerah dan tamu VIP; 
(1) melakukan pemeriksaan terhadap obyek dan b�nda-benda 

yang terdapat disekitar lokasi kunjungan �erja pejabat; 
(2) melakukan pengamatan dan penganajs.aan! terhadap 

situasi dan kondisi disekitar lokas1 kunju!\Lgc.n kerja 
pejabat; 

(3) rnelakpkan pengawG.san dan penge;ceKar: secara intensif 
setiap ternpat yang te:-sembunyi ct'an kurang l rr:..endapat 
perhqlian dilingkungan lokasi kunjungan pejabkt; 

(4) rriei1cermati kejadian--kejadian yang pentin�/ menonjol 
d,i�ekitar lokasi kunj:inga.n kerja pejabat; 

(5) melakukan koordir:.asi kepada aparat keamanart:; . i 
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(6) m,elakukan koordinasi dengan pihak protokoler berker:aar: 
dengan jenis dan sifat kegiatan serta sust::.nan acara yang 
akan dilaksanakan; dan 

(7) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atat::. 
pihak yang bertar.:ggu.r:gjawab melaksanakan kegiatar: 
tersebut berkenaar: de::1gan jumlah dan daftar tamu 
undangan yang akan diundang mer:.ghadiri acara 
dimaksud. 

c) Pengamanan Upacara clan Acara Penting. 
(1) menyiapkan petugas ya:ig akan menjaga :ii lingkungan 

tempat upacara/ acara pen ting; 
(2) melakukan pemeriksaan pendahulua..i. terhac.ap objek ::lan 

benda-benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai; 
(3) melakukan penataan terhadap para pedagang dilokasi; 
(4) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif 

setiap tempat yang tersembu:iyi dar: k.i:-ar:g mendapat 
pe:rhatian di lingkungan lokasi; 

(5) mengawasi dan menger:ali terhad2.p setiap para tamu 
undangan dan orang-orang yang berada cilokasi; dan 

(6) n�elakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau 
pihak yang bertanggungjawab melaksanakan �egiatan 
tersebut berkenaan dengan jumlal: dan dafta.r tamu 
undangan yang akan cliundang mer:gbadiri acara 
dimaksud. 

d) Fun�si lain berdasarkan tugas yang diberikan olel:. kei:ala. 
da.erah, adalah penugasan/perintah dari k.epaia ::aerah sesuai 
dengan ke.tentuan peraturan pei·undang-undangan. 

3) Pelapora.n 
a) membuat laporan disertai de:igan dokt:�men pe:ic:ukung; d;3.n 
b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap 

kejad1an yang memerlu1'-..an tindakan segera . 
c ,  Kelengkapa:p· 

1 1  satana prasarana pendukung pelaksanaan pengarr..anan; dan 
21 materi yang akan disampaikan dalam pengamanan. 

d .  Bantuan Personil TNI/Polri ijika diperluka_q) 
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5. Pengawalan 
a. Deskripsi 

Pengawalan · terhadap para pejabat/orang-orang :;:ienting (Very 
Important Person/VIP) adalah merupakan sebagian tugas melekat 
Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rar:gka 
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentera!:lc:.n rr:asyarakat. 

b. -:'.:'ahapan: 
::_ )  Perencanaan 

a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan 
pengawalan; 

b) penetapan tempat, bentul:<.,, dan me�ode pengawaJan; 
c) melakukan survey lapa_"lgan; 
d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan 
e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/ instansi 

terkait. 
Pengawalan terhadap para pejabat dan orar:g-orang pern:mg 
dilakukan melalui: 
a) pengawalan dengan berjalan kaki; dan 
b) pengawalan dengan kendaraan bermotor. 

2) Pelaksanaan 
a) Pengawalan dengan berjalan kaki 

(1) menyusun jadwal, daftar petugas dan surat perintah 
pengawalan; 

(2) memakai pakaian lapangan; dan 
(3) menyiapkan perlengkapan yang diperl:ikan . 

(a) perlengkapan perorangan 
(b) alat komunikasi. 

b) Pengawalan dengan ken<la:·aan bermotor 
( 1) kendaraan bermotor dalam keadaan sia:::i bergerak pada 

posisi berjajar di barisan belakang; 
(2) pejabat/VIP sudah berada didalam kendaraan dan s1ap 

menerima laporan kesiapan dar:. pengawaJ; 
(3) komandan Operasi menuju ke ajuc.an rr.enyampaikan 

laporan siap mela.kuka:1 pengawalan; 
(4) kendaraan bermotor berjajar dengan kendaraan bermotor 

lq.innya berangkat menuju tujuan; 
(5) selama perjalanan lampu dinyal:1kan can sirine hidu?; 
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(6) tiba di tujuan : 
(a) sebelum berhenti berikan tanda/ isyarat pelan; dan 
(b) berhenti dan parkir ditempat yang arr:an. 

(7) selesai acara akan kembali ke kantor: 
(a) kendaraan bermotcr telah siap; dan 
(b) komandan Operasi laporan ke ajt:d2.0 siap 

pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan w2.ktu 
perjalanan menuju tujuan. 

(8) tiba di kantor: 
setelah kendaraan bermotor di parkir, Komanc.an Operasi 
laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai 
dilaksanakan. 

3) Pelaporan 
a) membuat laporan disertai deng2.n dokumen pe:ndukung; dan 
b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap 

kejadian yang memerlu�an tindakan segera . 
c Kelengkapan 

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengawalan disesuaikan 
dengan standar dan kebutuhan pengawalan. 

d .  3antuan Personil TNI/Polri Uika diperlukan) 
6. Penertiban 

a :=leskripsi 
?enertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan ur:tuk 
::ienertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/ a tau ?e:-kada. 

t .  Tahapan: 
1) Perencanaan 

a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilaku�an 
penertiban; 

b) penetapan tempat, bentuk, dan metode penertitan;. 
c) melakukan survey lapangan; 
d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dar: 
e) melakukan koordinasi dengan Pera.1.gkat Daerah/instansi dan 

aparat keamanan terkait . 
Sasaran dan obyek pene:i:iban sebagaimana dimaksud pada 
angka 1 (satu) huruf a meliputi: 
a) tertib tata ruang; 
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b) . tertib jalan; 
c) tertib angkutan jalan clan angkutan sungai; 
d) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; 
e) tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai; 
f) tertib lingkungan; 
g) tertib ·tempat usaha dan usaha tertentu; 
h) tertib bangunan; 
i) tertib sosial; 
j) tertib kesehatan; 
k) tertib tempat hiburan dan keramaian; 
1) tertib peran serta masyarakat; dan 
rn) tertib lainnya sepanjang tela.1. di tetapkan dalar:i pe::-da rnasing­

rnasing. 
2) Pelaksanaan 

a) Tertib tata ruang 
( 1) pendataan RTRW (Rencana Tata R:.iar:g 1Nilayah) 1an 

pengecekan ke lapangan terhadap pelaksanaan tertib :ata 
ruang atas potensi terjadinya pelanggaran Pe::-da dan/ 2.tau 
Perkada; 

(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur 
dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terKait 
terhadap pelaksanaan tertib tata ruang; can 

(3) pelaksanaan penertiban tata ruang oleh pet:1gas terhadap 
pelanggaraan Perda dan/ atau Perkada. 

b) Tertib jalan 
(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan 

terhadap pelaksanaan tertib jalan ata:s potensi terjadinya 
pelanggaran Perda dan/atau Perkada; 

(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur 
dan berkesinambungan dengan Dinas /Ir:s:ar:si terkait, 
terhadap pelaksanaan tertib jalan; dar: 

(3) pelaksanaan penertiban oleh ;,et1..::gas 
pelanggaran Perda dan/ atau Perkada. 

c) Tertib angkutan jalan dan angkutan sur:gai 
terhadap 

( 1) melakukan identifikasi dan perr:antauan lapangan 
terhadap pelaksanan tertib angkuta:1 jalan dar: angkutan 
sungai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/ atau 



- 38 -

Perkada; dan 
(2) melakukan komt:ni!{asi da:i koordinasi se8ara teratur 

dan berkesinambungan dengan Dinas_1 Instansi terkait, 
terhadap pelaksanan tertib angkutan jalan dan angkt:tan 
sungai. 

d) Tertib jalur hijau, tama::I. clan tempat umum 
( 1 ) melakukan identifikasi dan pemantau2.n ::.apangan 

terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat 
umum atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dar:/ atau 
Perkada; 

(2) melakukan komt:ni�asi dan koordinasi secara teratur 
dan berkesinambungan dengan Dinas/ Instansi terkait, 
terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau ,  ta.man da---i tempat 
umum; dan 

(3) pelaksanaan penertiban oleh pebgas terha::lap 
pelanggaran Perda dan/ata.u Perkada. 

e) Tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai 
(1) melakukan identif:kasi dan pemantauan lapangan 

terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran: kolam, 
pinggir pantai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda 
dan/ atau Perkada; 

(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur 
dan berkesinambungan dengan Dinas / Instansi terkait, 
terhadap pelaksanaar.. tertib sungai, saluran , kolam, 
pinggir pantai; dan 

(3) pelaksanaan penertiban oleh :;:,et.1gas terhadap 
pelanggaran Perda can/ atau Perkada. 

f) Tertib lingkungan 
(1) melakukan identifikasi dar: pemantauan lapangan 

terhadap pelaksanaan tertib lingkungan atas potensi 
te:r:jadinya pelanggaran Perda c.an/ atau Perkada; 

(2) melakukan komunikasi dan koord:.nasi secara teratur 
dan berkesinambu:c.gan dengan Dinas/Ins:ansi terkait, 
terhadap pelaksanaan ::ertib lingkungan; :::lan 

(3) pelaksanaan penertiban oleh pet:.1gas :erhadap 
pelahggaran Perda dan/ a tau Perkada. 

g) Tertib tempat usaha dan usaha tertentu 
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( 1) melakukan identifikasi dan pemantauar: lapangan 
terhadap pelaksanaan tertib tempat usal:a da:i usaha 
tertentu atas potensi terjadinya peianggaran Perda 
dan/ atau Perkada; 

(2) melakukan komunikasi dan koordinas: secara teratur 
dan berkesinambungan dengan Dinas, L,stansi terkait, 
terhadap pelaksanaan tertib tern pat · usal:a da:i usaha 
tertentu; dan 

(3) pelaksanaan penertiban oleh pe::ugas terhadap 
pelanggaran Perda dan/ ata1.: Perkada.  

h) Tertib bangunan 
(1) melakukan identifikasi dan pemanta.uE.n lapangan 

terhadap pelaksanaan tertib bang:..1nan atas potensi 
terjadinya pelanggaran Perda dan/ ata0-1. Perkada; 

(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur 
dan berkesinambungan dengan Dinas/ Instans: terkait 
terhadap pelaksanaan tertib bangunan; dan 

(3) pelaksanaan penertiban oleh petigas terhadap 
pelanggaran Perda dan/atau Perkada. 

i) Tertib sosial 
( 1 ) melakukan identifikasi dan pemantauan hpangan 

terhadap pelaksanaan tertit sosial a tas potensi terjadinya 
pelanggaran Perda dan/ atau Perkada; 

(2) mela�ukan komunikasi dan koordinasi secara teratur 
dan berkesinambungan dengan Dir:as ,' Insta!lsi terk:ait 
terhadap pelaksanaan tertib sosial; dan 

(3) pelaksanaan penertiban oleh ;,et::.1gas terhadap 
pelc;3.nggaran Perda dan/ atau Perkada.  

j) Tertib kesehatan 
( 1) me1akuka.n identifikasi dan pemanta:ian lapangan 

' . . terhada.p pelaksanaan tertib kesehatan atas potensi 
terjadinya pelanggaran Perda dan/ atau Ferkada; 

(2) melakukan komunikasi dan koordi.nasi secara teratu..r 
q.an berkesinambungan dengan . Dir:as/ Instansi terl,cait 
terhadap pelaksanaan tertib kesehatan; dan 

(3) pelaksanaan penertiban oleh ;,et:.1gas ter:i.adap 
pelanggaran Perda dan/ atat.: Perkada. 
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k) Tertih tempat hiburan dan keramaian 
( 1) melakukan identifikasi dan pemantauan lai:angan 

terhadap pelaksanaa n tertib terr.pat hiburan dan 
keramaian atas pote::i.si terjadinya pelanggaran Perda 
dan/ atau Perkada; 

(2) melakukan komunikasi dan koo:-dinasi secara teratur 
dan berkesinambungan dengan Dinas/ Instansi :erkait 
terhadap pelaksanaan tertib terr.pat hiburan dan 
keramaian; dan 

(3) pelaksanaan penert:ban oleh pe:ugas 
pelanggaran Perda dan/atau Perkada. 

1) Tertib peran serta masyarakat 
ter::iadap 

(1) melakukan identifik2.si dan pemantauan lapangan 
terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat atas 
potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/ a:au Perkada; 

(2) melakukan komunfirnsi dan koordinasi secara teratur 
dan berkesinambungan dengan Dinas/ Instansi terkait, 
terhadap pelaksanaan tertib peran secta masyarakat:. can 

(3) pelaksanaan penertiban oleh pet:.igas terhadap 
pelanggaran Perda dan/ atau Perkada. 

m) Tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan c.alan ?erda masing­
masing. 

3) Pelaporan 
a) membuat laporan disertai :lengan dokumen pendukung; dan 
b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap 

kejadian yang memerlukan tindakan sege:-a. 
c.. ;::e1engkapan 

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penertiban disesuaii{an 
c:.engan standar dan kebutuhan penertiban. 

d. 3antuan Personil TNI/Polri Uika diperlukan). 
7. pe:ianganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. 

a. :Jeskripsi 
1) Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukai: seseora:r:g ata1..::. lebih 

untuk rµengeluarkan pikiran dengan lisan, ::ulisan, dan 
sebagainyf). secara demonstratif dimukc). umum yang berkaitan 
dengan Perda, Perkada, kebijakan Pemerintah, can kebijakan 
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lainnya yang terkait denga:r: Pe�nerintah. 
2) Kerusuhan massa adalal: suatu situasi kacat:, :usuh dan 

kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok 
massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan 
jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan 
fasilitas umum, aset daera:i dan rumah ibadah sesua: dengan 
ketentuan peraturan perundang-und2.ngan. 

b. -:'ahapan 
� )  Perencanaan 

a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan 
penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; 

b) penetapan tempat, bentuk, dan metode pena::ganan unjuk 
rasa dan kerusuhan ma:ssa; 

c) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan 
d) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan 

aparat keamanan terkait. 
2) Pelaksanaan 

a) Penanganan unjuk ras2. 
(1) n1elakukan identif:kc..si dan pemantaua.n _apangan 

terhadap pelaksanaa::1 penanganan unjuk r2.sa; 
(2) melakukan komt:nikasi dan koordinasi dengan 

Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait, terhadap 
pelaksanaan penanganan unjuk rasa; 

(3) menyiapkan personil Pol PP sesuai dengan rasio jumlah 
massa yang melakukan unjuk ras11; 

( 4) me:lakukan apel persiapan pelaksanaan; 
(5) mengamankan aset daerah yang dilalui peng:.mjuk rasa; 
(6) mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengur:juk 

rasa; 
(7) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keama:ian 

terkait melakukan negosiasi dengan cara simpatik, 
berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak; 

(8) Satuan Polisi Parnong Praja bersama aparat keamanan terkait, menindaklanjuti hasil negosiasi aksi unj..ik rasa; 
dan (9} Satuan Polisi Pamong Praja bersama apar-at keamanan 
terkait, melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa. 
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b) Penanganan Kerusuhan Massa 
( 1) melakukan komunikasi dan koo:-::inasi dengan 

Perangkat Daerah dan aparat keamanan :erkait :erhadap 
pelaksanaan penanganan kerusuhan :nassa; 

(2) menyiapkan bantuan personil Pol PP cl.an c.parat keamanan 
terkait sesuai derigan rasio jumlah massa yang melakukan 
kerusuhan massa; 

(3) mengamankan aset daerah; dan 
(4) Satuan Polisi Pamong Praja membantu aparat keamanan 

dalam penanganan kerusuhan massa. 
3) Pelaporan 

a) membuat laporan diser:ai dengan dokumen pendukung; dan 
b) membuat laporan langsung secara be:r:jenjang :erhadap 

kejadian yang memerlukan tindakan segera. 
c .  Kelengkapan 

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penangB..LJ.an unjuk rasa 
:lan kerusuhan massa disesuaikan dengan stan:dar dan kebutuhan. 

c .  Bantuan Personil TNI/Polri Uika diperlukan) 



B .  SUSUNAN 0RGANISASI SATLINMAS 
1 .  STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS PROVINS! 

, 

I O UDIRNUR I 

' Kepala Satuan Polisi Pamong Praja � - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ► Kepala Dinas Urusan Bidang Pemerintahan 

' 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1- - -
. 

- - - - - 1 Sekretaris I 
• ... 

I Sekretaris � - - - - - - - - - -

' 

I31DANG I . DIDANG . I I DIDANG LINMAS I I BIDANG PEMDES I 
1. 

L BIDANG 1 J BIDANG 

KETERANGAN Instruksi 
- - - -► Koordinasi - - - - · Administrasi 

I 
I 
I 
I 

SATGA S LINM AR - - - J 
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2 .  STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS KABUPATEN/KOTA 

�'.1:"T!J:r�� K°.TAJ 

... ' Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - � Kepala Dinas Urusan · Bidang Pemerintahan � - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

� - - - - - - -I Sekretaris I I Sekretaris � - - - - - - - - ..;. 

... 

Desa 

[ BIDANG BIDANG ] BIDANG LINMAS BIDANG PEMDES BIDANG BIDANG 

KETERANGAN ---. lnstruksi 
- - - -► Koordinasi - - - - - Administrasi 

... 
i 
I 
I 

l • I SATGAS LINMAS I 
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3 .  STRUKTUR KOORDINASI SATGAS LINMAS KECAMATAN 
.---------------�-------------1[ BUPATI/WALI KOTA 

+ 

L BIDANG 

KASI 

I 

CAMAT 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

- - - - - - - - - - - ·  

Kepala Dinas Urusan Bidang Pemerintahan Desa 

� - - - - - - - �  
Sekretaris I I Sekretaris 1 - - - - - - - - - -

' ! BIDANG I BIDANG ---+ SATGA8 LINMAS +-- LINMAS - - - ►  

◄- - -

I 

! BIDANG 
PRMDF,S 

I 
I 

I 

1f 

" 

I RIDANG I 

- - - - - - - - · I  SEKRATARIS I 
I' 

I 
I 

I 
I 

I KETERANGAN 
I 

I 
I 

I Koordinasi Tugas 

! L RJDANG 

KASI PEMERINTAHAN •..i 

KA.SI TRAMTIB 
SATGAS LINMAS 

- - - + Koon.linasi Pelaksanaan 
- - - - - Administrasi 

J 
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4 . .  STRUKTUR ORGANISASI SATUAN · PELINDUNGAN MASYARAKAT DESA 
KEPAL��ESA I 

■ ■ • ■  ■ ■ ■  ■ ■  ■ ■ ■  ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■  ■ ■  ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Ii ■ ■ ■ ■  ■ ■ IS ■ ■ ■  Ii ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ •JI ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  I . . . . . . . . .  

l 
KASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ► KASI · · · · · · · · · · · · · · · ·► KASI 

PEMBANGUNAN •· · · · · · · · · · · · · · · · · · · PEMERINTAHAN ◄ . . . . . . . . . . . . . . .  KESEJAHTERAAN 
EX OFFICIO KEPALA PELAKSANA 

I KAUR I 

! 
KEPALA REGU 
! 

[ PENGAMANAN I 

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  ► 

l 
KEPALA REGU 

i 
PENYELAMATAN DAN EVAKUASI PENANGANAN GAN G G UAN 

Instruksi 
Koordinasi 

Administrasi 

I 
, 1,  ! ! KEPALA 

J 
K�PALA K8PALA REGU REGU REGU 

i 1 i 
KESIAPSIAGAAN DAPUR UMUM PERTOLONGAN 

DAN PERTAMA 
KEWASPADAAN PADA KORBAN 

DINI BEN CANA DAN KEUAKAl�N 

SEKRETARIS DESA 

' 

KAUR I KAUR I 
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5 .  STRUKTUR K00RDINASI ORGANISASI SATLINMAS DESA 
" !G  � ,0 � D <! I! ",- � ll D m � • � !G II O ll It It D � r-� D � • " � ll I! 2 • S � 0 a D D D � P II D � " 0 D ra II E � • ,.,� � fl O S  !G " " ,a � D D � 0 • � I! 1 • a ,r � D � D · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·► 

KEPALA DESA 

K .. ASI J 

KAUR 

SEKRETARIS DESA 

KAUR 

KASI PEMERINTAIIAN 

! 
KASI 

I 

KAUR 

CAMAT 

'" 

KASI , . . . • PEMERINTAHAN f'll• • • • •  

KASI TRAMTIB 
• 

--+ ' 
SATGAS LINMAS 

EX OFFICIO KEPALA PELAKSA NA .. .. ..  I!! II ii i;J 111 11 111  ll l'I II Ill II D II ,r ,:,  !ll lll  ii Iii I! R 1111 !ll ll  III lli R  II il l!l ll  11 1!  I! m E I!  OI Iii 111 £1  Ill lo I! 11 1:1 11 1!  fl 11 11  e m  D S " '" "'  11 11 11  fl 11 11  E D  lil l!I  D 11 11 11  JII D ll lll lll  1ll Ill ii 11 11!  C .. .. ..  .,_ ;r  

'""-'" "· ·· .. j r - = . m  . . .... . .  '- �""-J .. . . 

L-.=· �--��'fLlN MAS DESA � 
KETERANGAN 

Koordinasi Tugas 
· · · · · · · ·  · · ►  Koordinasi Pelaksanaan 



C. SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS 

1 .  Kami anggota Satuan Pelindungan Masyuakat adalah warga Negara Kesatuan 

Rei}ublik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengem'.Jan hak dan 

kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan 

mciakukan pembelaan Negara. 

2. Kam� anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah 

dalam meminimalkan dan/ atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan 

gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban 

masyarakat. 

3. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga �egara Kesatua.n 

Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan 

kepentingan nasional diatas kepentingan pnbadi clan golorrgan dengan 

memegang teguh disiplin, patuh dan ta.at kepada hukum yang berlaku. 

D .  PIAGAM PENGHARGAAN 

1 .  Pengabdian 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati/Wali Kota 

Oiberikau Kepada : 

Atas Pengabdian Dalam Melaksanakan Togas Sebagai Anggota Satllan Perlin:iung;m Masyara.kat 

Kabupaten/Kota . . .  , Tanggal-Bulan-Tahur: 

Bupati/WaliKota . . .  , 
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2. Pengabclian 30 (tigapuluh) tahun dari Gubemur 

Oiberikan Kt:pada : 

Atas Pengabdian Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai. Anggota Sa.tuan Perlind·:.ir.,gar: Masyarakat 

Provinsi . . .  , Ta..,ggru-Bulan-Tahun 

Gubernur .. .  , 

MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

MUHAMMAD TITO KA.RNAVIAN 


